- BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2025;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijjakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
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. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




10.

11.

12;

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah  Kabupaten Lebong Tahun 2006-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012
Nomor 15};

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021
Nomor 5);
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17.

18.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2016 Nomor 10}, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 4 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Q Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG RENCANA KERJA
i PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.
3.

Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
Bupati adalah Bupati Lebong.

Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2025, selanjutnya disebut RKPD Tahun
2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang
dimulai dari Januari 2025 sampai dengan 31
Desember 2025.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah selanjutnya disebut RKA-OPD adalah dokumen
perencanaan dan pengganggaran yang berisi program
dan kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan
untuk melaksanakannya.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah selanjutnya disebut DPA-OPD
adalah dokumen yang memuat pandapatan dan
belanja pembiayaan setiap OPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
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10.

11.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, -dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-OPD  sebelum
disepakati dengan DPRD.

Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya
disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-OPD setelah disepakati dengan
DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai
dengan kebutuhan.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai
perencanaan  program yang disusun dengan
mempertimbangkan  opini dan  aspirasi  dari
pelaksanaan forum OPD dan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
Lebong.
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(2)

(1)

RKPD Tahun 2025 disusun dalam Dokumen

Perencanaan Daerah Kabupaten Lebong dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 ¢ Pendahuluan;

BabIll : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BabIll : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
dan Kebijakan Keuangan Daerah;

Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah;

BabV : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

Bab VI : Kinerja  Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

Bab VII : Penutup.
RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) menjadi pedoman penyusunan Rancangan KUA-
PPAS Tahun Anggaran 2025,

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Lebong bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong
membahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran
2025 untuk menetapkan Kebijakan Umum Anggaran
dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
OPD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon
Prioritas Anggaran Prioritas (KUA-PPAS).

Pasal 4

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menelaah
dan menyesuaikan RKA OPD dengan KUA-PPAS.

RKA OPD yang telah disempurnakan oleh OPD sebagai
bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD Tahun 2025.

Pasal 5

OPD membuat laporan realisasi fisik dan keuangan
secara berkala atas pelaksanaan DPA-OPD.

Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati
dan tembusannya kepada:

a. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah
Kabupaten Lebong;

Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong;

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong; dan
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Lebong.

Laporan realisasi fisik dan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan masukan
dan bahan pertimbangan untuk penyusunan
perencanaan pembangunan berikutnya.
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BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 Juli 2024

UPATI, LEBONG, 7‘=

o

KOPLI ANSORI
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2 Juli 2024

KABUPATEN LEBONG,

H. MAHMUD SIAM

(?\) BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2024 NOMOR 24




